BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Bel akang

Pel aksanaan Penilihan Kepala Daerah (Pilkada) |angsung
| ahir sebagai suatu koreksi terhadap pel aksanaan Pil kada nel al ui
perwakilan oleh DPRD sebagai mana pernah di amanatkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999.! Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945
menyebut kan bahwa kedaul atan di tangan rakyat seperti berikut
ini: "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan nenurut
Undang- Undang Dasar”?. Lebih jauh |agi Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI
1945, di sana di sebutkan bahwa: "Gubernur, Bupati dan Walikota
masi ng- masi ng sebagai kepala penerintahan propinsi, kabupaten
dan kota dipilih secara denokratis”. Kelonpok kata ”kedaul atan

berada di tangan rakyat” dan “dipilih secara denokratis” inilah

! Republ i k | ndonesia, Undang-Undang Nonmor 22 Tahun 1999 Tentang
Peneri nt ahan Daerah, Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999 Nonor 60,
Bab V, pasal 34. UU ini nengganti kan Undang- Undang Nonor 5 Tahun 1974 Tent ang
Pokok- Pokok Penerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1979
Tent ang Peneri nt ahan Desa.

2 Republ i k I ndonesi a, Undang-Undang Dasar Negara Republik |ndonesia

Tahun 1945, UUD NKRI Tahun 1945.
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yang nendorong para penbuat Undang-Undang untuk nenerapkan
Pi |l kada vyang nelibatkan rakyat secara |angsung. Dari sudut
pandang ini, sistem pemlihan bisa dikatakan |ebih denokratis
di bandi ngkan dengan sistem perwakil an sebel umya, bai k
berdasarkan UU Nonmor 5 tahun 1974 maupun UU Nomor 22 tahun

19994

Sej ak di kel uarkannya Undang-undang Nonor 22 Tahun 1999
t ent ang Peneri ntahan Daerah yang kenudian diganti dengan
Undang- undang Normor 32 Tahun 2004° tel ah banyak terjadi perubahan

dal am tatanan pererintahan di |ndonesia.® Undang-Undang Nomor 32

3 Republ i k | ndonesia, Undang-Undang Normor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Lenbaran Negara Republik I ndonesia Tahun
1974 Nomor 38, Bab 111, pasal 15 dan pasal 16. Sebagai contoh dal am pasal 15

ayat (1) Kepal a Daerah Tingkat | dicalonkan dan dipilih ol eh Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang calon yang tel ah dinusyawarahkan dan disepakati bersama antara
Pi npi nan Dewan Perwakil an Rakyat Daerah/ Pi npi nan Fraksi-fraksi dengan Menteri
Dal am Negeri. Hasil pem|ihan yang di meksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan
ol eh DewanPerwaki | an Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Presiden nelal ui
Menteri Dal am Negeri sedikit-dikitnya dua (2) orang untuk diangkat salah
seorang di ant aranya.

4 Republ i k | ndonesia, Undang-Undang Nonmor 22 Tahun 1999 Tentang
Peneri nt ahan Daerah, Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999 Nonor 60,
Bab V , pasal 34 ayat (1) yang nenyatakan “Pengisian jabatan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD nelalui pemlihan secara
ber samaan.”
5 Republ i k | ndonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Penmeri nt ahan Daerah, Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Pasal 24 ayat 5.

6 Li hat Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2004, salah satu pertinbangan
Presi den nmengel uarkan UU ini adal ah bahwa Undang-Undang Nonmor 22 Tahun 1999
2
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Tahun 2004 ini kenudian diperbai ki nelalui Undang-Undang Nonor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nonor

32 Tahun 2004.°

Paling kurang ada tiga hal penting yang berkaitan dengan
pi | kada |angsung tersebut. Pertama, pilkada |angsung nerupakan
sal ah satu unsur penting penerapan otononi daerah® dal am kerangka
reformasi di tingkat |okal dan nasional. Kedua, dalam konteks
pem | i han kepal a daerah, birokrasi yang diharapkan adal ah yang
manpu bersi kap netral dan profesional untuk nmengawal terpilihnya

eksekutif |okal secara denpkratis. Ketiga, pilkada berkaitan

tentang Penerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkenbangan keadaan,
ket at anegaraan, dan tuntutan penyel enggaraan otonom daerah sehingga perlu
diganti .

7 Republ i k | ndonesia, Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004, Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesi a Tahun 2008 Nomor 59. Perbai kan atas UU Nonor 32 Tahun 2004
di dasari beberapa pertinbangan seperti telah terjadi perubahan setelah
put usan Mahkanmah Konstitusi tentang cal on perseorangan; bel um di atur nengenai
pengi si an kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang nengganti kan kepal a
daerah yang neninggal dunia, nengundurkan diri, atau tidak dapat nelakukan
kewaj i bannya selama 6 (enam bulan secara terus-nenerus dalam nasa
j abat annya,; perlu adanya pengat ur an unt uk mengi nt egr asi kan j adwal
penyel enggaraan pemi | i han kepal a daerah.

8 Li hat Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 Tentang Penerintahan
Daerah, Bab | , pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa otonom daerah adal ah hak,
wewenang, dan kewaj i ban daerah otonom untuk nengatur dan mengurus sendiri
urusan penerintahan dan Kkepentingan nmasyarakat setenpat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dal am pasal 21 dal am nenyel enggar akan ot onom,
daerah nenpunyai hak nmenilih pinpinan daer ah.
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dengan persoalan kualitas dan upaya nmewujudkan denokrasi

subst ansi al . °

Sehubungan dengan pil kada ini, tidak dapat dipungkiri akan
selalu ada sorotan akan keberadaan KPUD yang direpresentasikan
oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sorotan utama adal ah
tentang netralitas dan atau keberpi hakan para birokrat kepada

cal on peserta pil kada tertentu.

Netralitas birokrasi diarti kan sebagai ti ndakan yang
sengaja dirancang dan dilakukan oleh institusi birokrasi dan
individu PNS untuk nenjaga jarak yang sama terhadap para
kandi dat dal am proses pem |lu. Netralitas politik juga diartikan
sebagai upaya dan sekaligus pengkondisian untuk nenjaga
ket i dakber pi hakan institusi birokrasi dan individu PNS pada

proses konpetisi untuk nendapat kan kekuasaan politiK.

o Denmokrasi substansial adalah terpenuhinya kesejahteraan rakyat

melalui rule of law, berlangsungnya proses checks & balances, terlibatnya
rakyat dalam proses penbuatan kebijakan, serta adanya kebijakan dan hukum
yang pro-rakyat. Selanma ini banyak perdebatan yang nenenpatkan denokrasi

prosedural sebagai |awan denokrasi substansial. Padahal keduanya saling
nmel engkapi . Denokrasi prosedural tetap diperlukan sebagai |andasan penenuhan
hak dan kewajiban rakyat. Sedangkan denokrasi substansial diperlukan untuk
mengawal pel aksanaan denokrasi serta nemastikan terwujudnya kesejahteraan
rakyat . Li hat “Perjuangan Tanpa Henti Menuj u  Denokr asi Subst ansi al ”

http://jakarta45. wordpress. coml 2009/ 06/ 07/ per j uangan-t anpa- hent i - nenuj u-

denokr asi - substansi al /, diunduh 9 Juni 2010.
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Dengan posisi netral tersebut birokrasi diharapkan manpu
ber| aku i ndependen dan profesional dalam nenjal ankan fungsinya.
Di sanmping itu birokrasi yang netral dan profesional nerupakan
prasyarat penting bagi terselenggaranya proses politik vyang

denokrati s.

Dalam tataran yuridis formal sebenarnya netralitas PNS
dal am pil kada telah diatur seperti dalam Peraturan Penerintah
Nonor 6 Tahun 2005 tentang Pem |ihan, Pengesahan, Pengangkatan
dan Penberhentian Kepal a Daerah dan Wakil Kepala Daerah'®, yang
mer upakan petunjuk pel aksanaan dari Undang- Undang Nonmor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah!! maupun Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Apar atur Negara Nonor SE/ 18. 1/ M PAN/ 5/2004 tentang

Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam Kanpanye

10 Li hat pasal 42 ayat (2) huruf f Peraturan Penerintah Nonor 6
Tahun 2005 tentang Pemlihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Penberhentian
Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daer ah.

1 Li hat pasal 54 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004
Tentang Penerintahan Daerah yang nenyebutkan |arangan anggota DPRD nerangkap
sebagai pegawai negeri sipil, anggota TN /Polri, pegawai pada badan usaha
m ik negara, badan usaha mlik daerah dan/atau badan |ain yang anggarannya
bersunmber dari APBN APBD. Lihat juga pasal 79 ayat (4) yang nenyatakan
pasangan cal on di | arang mel i bat kan pegawai negeri sipil, anggota
Tentara Nasional |ndonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik |ndonesia
sebagai peserta kanpanye dan juru kanpanye dal am pemilihan kepal a daerah dan
waki | kepal a daer ah.
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Penmil u 20042, Namun bagai manapun aturan yang ada tersebut tetap
ada cel ah yang tak bisa ditenbus ol eh perangkat kaca mata hukum
karena beragamya notif, nodel dan bentuk keberpi hakan PNS
terhadap kontestan pilkada yang ada, apalagi aturan tersebut
hanya nengat ur secara normat i f bel um  nenyent uh aspek

subst ansi al .

Sel ai n itu sulitnya menbedakan ant ar a kegi at an
admnistratif formalistik yang dijalankan ol eh birokrasi antara
tuntutan profesionalitas dengan bal utan yang sebenarnya dukungan
informalistik terselubung terhadap pasangan calon tertentu,
apal agi jika kegiatannya berlangsung disaat diluar jam dinas
para PNS, naka kata netralitas itu hanya akan nmenjadi sebuah
bayangan senu bel aka dan akan tetap nenjadi sebuah | obang yang
gelap untuk diselidiki, dia terasa tetapi tidak teraba. Jd eh
karena itu, nenarik wuntuk nenpelajari Ilebih lanjut nengenai

netralitas PNS dal am Pi | kada.

12 Li hat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Normor SE/18. 1/ M PAN/ 5/ 2004 tentang Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang
terlibat dal am Kanpanye Pemi|lu 2004.
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B. Runusan Masal ah

Berdasarkan |atar belakang penelitian di atas, penulis
nmerunmuskan beberapa pokok pernasal ahan yang akan ditel aah

sebagai beri kut

1. Mengapa terjadi Kketidaknetralan birokrasi pada Pem|lihan
Kepal a Daerah peri ode tersebut?
2. Fakt or - fakt or apa yang nenyebabkan terjadi ketidaknetral an

KPUD t er sebut ?

C. Tujuan Penelitian

Pokok- pokok permasal ahan tersebut di atas perlu diteliti
dengan maksud untuk :
1. Menganal isis terjadinya ketidaknetralan birokrasi (KPUD)
dal am pem | i han kepal a daer ah
2. Turut berpartisipasi dalam penbangunan hukum nasi onal
khususnya bidang Hukum Tata Negara, dengan nenbahas
netralitas PNS dal am Pi | kada.
Sehubungan dengan  hal - hal t er sebut, penelitian atau
penel aahan dal amtesis ini untuk nengetahui
1. Mengapa KPUD dal am nenyel enggar akan Pem | i han Kepal a Daer ah
tidak netral ?

2. Fakt or-faktor apa yang nenyebabkan terjadi ketidaknetral an
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KPUD t er sebut ?

Keenpat maksud dan tujuan tersebut sangat penting agar
kebi jakan netralitas PNS dapat diterapkan dengan baik dalam

Pem | i han Kepal a Daer ah.

D. Kerangka Teoritis

Penelitian i ni mer upakan suat u penel i tian yuridis

normatif'%, oleh karena itu untuk nenganalisa netralitas PNS
dal am pemlihan kepala daerah, penulis nenggunakan kerangka

teoritis sebagai beri kut:

1. Bi r okr asi

Blau dan Meyer nenyebutkan bahwa birokrasi adalah jenis
or gani sasi yang di rancang unt uk nenangani t ugas-tugas
adm nistratif dalam skala besar serta nengoordi nasi kan pekerjaan
orang banyak secara sistematik. Konsep ini dapat diterapkan
dalam prinsip-prinsip or gani sasi yang t uj uannya adal ah

nmeni ngkat kan  efi si ensi adm ni strasi, wal aupun kadang- kadang

13 Dal am penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan

pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum priner, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tertier. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum (Jakarta: Ul -Press, 1986), hlm 10.
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mal ah  beraki bat sebaliknya. Birokrasi juga nerupakan suatu
| embaga yang sangat berkuasa, yang nenpunyai kenmanpuan sangat
besar untuk berbuat kebaikan atau keburukan, karena birokrasi
adal aha sarana adm nistrasi rasional yang netral dalam skala
besar. Bi r okr asi dapat menunj ang  ekspansi yang bersifat
inperialistic serta eksploitasi ekonom terhadap negara-negara
| emah dan nmasyarakat m skin. Akan tetapi, nekanisne-nekanisne
adm ni strasi berskal a besar juga dibutuhkan dalam nasyarakat -
masyar akat nodern masa kini yang konmpleks, baik itu untuk
mendi stri busi kan pendapatan secara tepat atau neningkatkan
pengaruh warga negara terhadap penerintahnya.

Max Weber, Frederick Taylor dan Henry Fayol percaya bahwa
or gani sasi paling efisien dan efektif nenpunyai st ruktur
hirarkis berdasar pada otoritas formal dan |egal. O ganisasi
dem ki an biasa di asosi asi kan dengan konsep birokrasi rumusan Max
Weber .

Weber nenbangun konsep birokrasi berdasar teori sistem
kewar ganegar aan yang di kenmbangkannya. Ada tiga jenis kewenangan
yang berbeda. Kewenangan tradisional (traditional authority)

nmendasarkan |egitinmsi kewenangan pada tradisi yang diwariskan

14 “Bi rokrasi”, http://irend. wordpress. com 2008/ 07/ 10/ bi r okrasi /,
di unduh tanggal 26 Juni 2010.
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antar generasi. Kewenangan kharismatik (charismatic authority)
menpunyai |egitimsi kewenangan dari kualitas pribadi dan yang
tinggi dan bersifat supranatural. Kewenangan |egal-rasiona
(legal -rational authority) menpunyai |egitimsi kewenangan yang
bersunber pada peraturan perundang-undangan. Dalam analisis
Weber, organisasi “tipe ideal” yang dapat nenjamn efisiensi
yang tinggi harus nmendasarkan pada otoritas | egal -rasional.

Bi r okrasi sebagai mana diyakini ol eh Max Wber, nenciptakan
efi siensi dalam kehi dupan adalah organisasi yang paling cocok

> Kecocokan ini bermula dari |andasan

bagi nmasyarakat nodern.?
penbangunan birokrasi di atas nilal dan sunber kekuasaan yang
bersifat "legal-rational"” dan oleh karena itu diharapkan tidak

nmengenal terjadinya diskrimnasi bagi setiap warganegara.

Dalam tipe ideal dari birokrasi, Max Wber nenyatakan
beberapa karakteristik birokrasi. Pertanma, birokrasi akan selalu
mencerm nkan hirarki yang terunmuskan dengan baik. Hirarki ini
antara |ain nenunjukkan jenjang kewenangan yang berinplikasi
pada berl angsungnya proses atasan dan bawahan. Kedua, birokras
juga ditandai ol eh adanya sistem aturan, yang nenegaskan hak dan

kewaj i ban setiap penegang jabatan. Aturan ini di naksudkan untuk

» M chael M dan Richard T.Mayer, Organization Theory for Public
Admini stration. (Boston: Little, Brown and Conpany, 1986), hlm 69-71.

10
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nmenmudahkan proses-proses dan hubungan Kkerja antar penegang
j abatan, disanping nenjadi rujukan akuntabilitas bagi setiap
penmegang jabatan tersebut. Ket i ga, bi r okr asi juga selalu
menanpi | kan si stem prosedur, yang bertujuan nenberi kan kejel asan
bagai mana suatu pekerjaan disel esai kan, dal am bentuk tahap-tahap

penyel esai an dan saling keterkaitan antar kegi atan.!®

Keenpat ,
sebagai upaya nenjamn tidak terjadinya diskrimnasi, birokras

j uga nmendor ong ber kembangnya hubungan yang ber si f at
i npersonalitas.!” Kelima, birokrasi juga sangat nmensyaratkan

ber| angsungnya  sel eksi dan  pronosi personi | atas dasar

perti nbangan konpetensi .

Dengan pel bagai karakteristik tersebut, mnmaka birokras
di har apkan nmenj adi al at anpuh unt uk mewuj udkan t uj uan
peneri ntahan. Menurut perkenbangan awal dari konsepsi birokrasi
ini, kenetralan birokrasi itu sudah ramai dibicarakan ol eh para

pakar .

16 Knott Jack H & Gary J.Mller, Refornming Bureaucracy: The
Politics of Institutional Choice, Englewood Cdiffs, New Jersey: Prentice-
Hall,1nc, 1998, him 108.

v Spoil System (Nepotisne, diskrimnasi, reward berdasarkan ikatan

prinmordial (suku, ras,agama),Lihat “Mdel Reformasi Birokrasi |ndonesia”
http://ww. bpkp. go.id/unit/Sultral/reformasi.pdf, diunduh tanggal 7 Juni 2010.
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M sal nya, polem k antara Karl Marx dan Hegel yang nenyoroti
tentang konsep kenetralan birokrasi. Marx nenulai nengel aboras
konsep birokrasi dengan nenganalisis dan nengkritik falsafah
Hegel nengenai negara. Analisis Hegelian nengganbarkan bahwa
bi r okr asi sebagai suatu j enbat an ant ar a negara dengan
masyar akatnya (the civil Society). Masyarakat ini terdiri atas
para profesional dan pengusaha yang newakili dari berbaga
kepentingan khusus, sedangkan negara newakili kepent i ngan-
kepentingan unum Di antara kedua hal ini, birokrasi penerintah
nmer upakan perantara (nmediun) yang nenungki nkan pesan-pesan dari
kepenti ngan khusus tersebut tersalurkan ke Kkepentingan umum
Tiga susunan ini (negara, birokrasi dan masyarakat) diterinm
ol eh Marx, akan tetapi diubah isinya. Birokrasi Hegel neletakkan
pengertiannya dengan nelawankan antara kepentingan khusus dan
umum maka Marx mengkriti knya bahwa nel et akkan posi si  birokrasi
semacam itu tidak nenpunyali arti apa-apa. Menurut Marx negara
itu tidak nmewakili kepentingan umum akan tetapi nmewakil
kepenti ngan khusus dari kelas dom nan. Dari perspektif ini maka
birokrasi itu sebenarnya nerupakan perwjudan kel onmpok sosi al
yang amat Kkhusus. Lebih tepatnya birokrasi itu nenurut Marx
nmerupakan suatu instrunen di rmana kelas dom nan nel aksanakan
dom nasi nya atas kel as sosial l|lainnya. Dalam hal ini, jelas masa

depan dan kepentingan birokrasi nmenurut konsepsi Marx pada

12
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tingkat tertentu nenjalin hubungan sangat intim dengan kel as
yang dom nan dal am suatu negara. Dari polem k antara Karl Marx
dan Hegel inilah netralisasi birokrasi sudah ramai di bahas.

Dari polem k pendapat antara Hegel dan Mrx ini dapat
ditarik suatu Kkesinpulan bahwa Hegel nenghendaki kenetral an
bi rokrasi. Sedangkan Marx yang terkenal dengan teori kelasnya
itu nmenyat akan dengan tegas bahwa birokrasi itu tidak netral dan

harus meni hak, yakni nem hak pada kel as yang domi nan'®.

2. Netralitas

Netralitas atau neutrality (kenetralan) berasal dari kata
neutral yang berarti nmurni. Mirni dalam hal ini di samakan dengan
tidak mem hak. Pengertian netral dapat berarti pertama; sikap
ti dak nem hak dan tidak berpihak terhadap salah satu kel onpok/
gol ongan, kedua; ti dak di skrimnatif, ketiga;steril dari
kepenti ngan kel onpok, keenpat ;ti dak terpengaruh dari kepentingan

partai politik®®.

18 "Netralitas Birokrasi”, http://lutfiwahyudi.wordpress.conf 2007/03
/ 16/ netralitas-birokrasi/, diunduh tanggal 10 Juni 2010.

19 “Netralitas PNS* http://ww. kepegawai an. kebumenkab. go. i d/ modul es.
php? op=nodl oad&anme=PagEd&f i | e=i ndex&t opi c_i d=0&page_i d=20, di unduh tanggal
11 Juni 2010.
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Dal am kont eks manaj enen PNS, UU Nonor 43 Tahun 1999 Tent ang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (3) Tentang
Pokok- Pokok Kepegawai an kata ’'netralitas’ nenyatakan:

(1) Pegawai Neger i ber kedudukan sebagai unsur

apar at ur negara yang bertugas untuk nenberikan

pel ayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur,

adil, dan nerata dalam penyel enggaraan tugas negara

peneri nt ahan, dan penbangunan.

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagai mana di maksud

dal am ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari

pengaruh semua gol ongan dan partai politik serta tidak

di skrimnatif dal am nenberi kan pel ayanan kepada

masyar akat .

(3) Untuk menj am n netralitas Pegawai Neger i

sebagai mana yang dinmaksud dalam ayat (2), Pegawai

Negeri dilarang nenjadi anggota dan atau pengurus

partai politik.

Mengapa Pegawai Negeri Sipil harus netral? Adapun tujuan
dari PNS harus bersi kap netral adalah pertama; untuk menghi ndari
pengkot ak- kot akan, konf I i k kepenti ngan dan di skri m nasi
pel ayanan, kedua; nenjam n PNS sebagai perekat persatuan bangsa
dal am kerangka Negara Kesatuan Republik 1Indonesia, ketiga;
netralitas PNS sebagai salah satu prakondisi untuk meningkatkan
pr of esi onal i sme PNS.

Adapun pengaturan netralitas Pegawai Negeri Sipil terdapat

dal am

1. Undang-Undang Nonor 43 Tahun 1999 Pasal 3 (1-3) antara

lain pertama; Pegawai Negeri Sipil harus Profesional, kedua;
Pegawai Neger i Si pi | har us Net r al dan ti dak
14
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diskrimnatif, ketiga; Pegawai Negeri Sipil dilarang nenjadi
anggota atau pengurus Par pol;

2. Undang- Undang Nonor 10 Tahun 2008 Tentang Pem | u Anggota
DPR, DPD, Pasal 84 (3, 4 dan 5) yang berkaitan dengan Pegawai
Negeri Sipil dan Kanmpanye serta Pasal 273 yang nengatur tentang
sanksi pidana terhadap pel anggaran Pasal 84.

3. Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 Tentang Penerintah
Daerah dalam Pasal 59 (5) huruf g antara lain nenyatakan
pasangan calon Kepala Daerah dan Wkil Kepala Daerah vyang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus nengundurkan diri dari
j abat an negeri ;

4. Peraturan Penerintah Nonor 30 Tahun 1980 Tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Si pi

5. Peraturan Kepal a Badan Kepegawai an Negara Normor 10 Tahun
2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil vyang nenjadi Calon Kepala
Daer ah/ ki | Kepal a Daerah

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nonor : SE/ 08/ M PAN/ 3/ 2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang
Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pem |ihan Kepal a Daerah

Danpak dari ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil adalah
pertama; peran dan fungsi Pegawai Negeri Sipil sebagai alat
penersatu, pelayan, penyelenggara penerintahan tidak berjalan,

kedua; Diskrimnasi pelayanan, Kketiga;pengkotak-kotakan Pegawai
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Neger i Sipil, keenpat ; konf | i k kepenti ngan, kel i ma; ti dak

prof esional |agi.

3. Denokr asi

Menurut bahasa Yunani, denbps berarti rakyat dan kratein
berarti penerintahan®;  denokr asi berarti penerintahan ol eh
rakyat, denokrasi bukanlah suatu bentuk penerintahan yang ti nbul
dengan sendirinya, tetapi tunbuh dan berkenbang seperti senua
| embaga- | enbaga masyar akat. Denokrasi secara harafiah nerupakan
sistem penerintahan yang nenbuka pintu |ebar-1ebar kepada
masyar akat .

Denokrasi adal ah sebuah penerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling
sederhana tentang denokrasi, yang diketahui oleh hanmpir senua
orang®. Berbicara mengenai denokrasi adalah nenperbincangkan
tentang kekuasaan, atau Ilebih tepatnya pengelolaan kekuasaan

secara beradab. Denokrasi adal ah sistem manaj emen kekuasaan yang

20 Kata denps dan kratein ini nenbentuk satu kata Yunani vyaitu

denmokratia yang artinya penerintahan rakyat. Istilah ini populer pada abad
ke-5 dan Kke-6 sebelum Masehi yang nenyatakan sistem politik negara kota
Yunani terutam Athena.

2 Ham d Basyai b, Menbel a Kebebasan : Percakapan tentang Denokrasi
Li beral, (Jakarta : FreedomInstitute, Pustaka Al vabet, 2006).
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dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang
menghar gai martabat manusia. Pel aku utama denokrasi adalah kita
senua, setiap orang yang selanma ini selalu diatasnamakan nanun
tak pernah ikut nenentukan. Menjaga proses denokratisasi adal ah
menmaham secara benar hak-hak yang dimliki, menjaga hak-hak itu
agar siapapun nenghormatinya, nelawan siapapun yang berusaha
nmel anggar hak-hak itu. Denokrasi pada dasarnya adal ah kekuasaan
rakyat (people rule), dan di dalam sistem politik vyang
denokratis warga menpunyai hak, kesenpatan dan suara yang sanma
di dal am nmengat ur penerintahan di dunia publik. Sedang denokrasi

adal ah keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Setiap prinsip denokrasi dan prasyarat dari berdirinya
negara denokrasi telah terakonodasi dal am suatu konstitusi
Negara Kesatuan Republik [|ndonesia. Prinsip-prinsip denokrasi,
dapat ditinjau dari pendapat Al madudi yang kenmudi an dikena
dengan "soko guru denopkrasi". Menur ut nya, prinsip-prinsip
denokrasi adal ah pertana, kedaul atan rakyat; kedua, penerintahan
ber dasar kan persetujuan dari yang diperintah; ketiga, kekuasaan
mayoritas; keenpat, hak-hak mnoritas; kelima, jam nan hak asasi
manusi a; keenam penilihan yang bebas dan jujur; ketujuh,

persamaan di depan hukum kedel apan, proses hukum yang wajar;

kesenbi | an, penbat asan peneri nt ah secara konsti t usi onal
kesepul uh, pl uralisne sosi al , ekonomi , dan politik;
17
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kesebel as,nilai-nilai tolerensi, pragmatisne, Kkerja sanma, dan
muf akat .

Lebih jauh lagi, denpkrasi tidak dapat diartikan sebagai
penbunuhan terhadap suara mnoritas; secara filosofis denokras
ti dak berhubungan dengan term nologi yang nenbeda-bedakan nana
yang mayoritas dan mana yang mnoritas. Denokrasi nerupakan
system penerintahan yang anti otoritariani sne dan kemungki nan
kol usi / konspirasi yang sangat nungkin nuncul dalam system
nonar Ki dan ol i garkhi . Artinya, denokr asi adal ah  si stem
peneri ntahan yang menberi kan penekanan pada fungsi kontrol atau
dengan kata lain check and bal ance dari senua pos kekuasaan
yang ada. Dari sini diharapkan akan lahir keadilan (justice)
yang secara nekani stik nenberi kan kebai kan kepada sel uruh el enen
masyar akat ?>. Dari sini diharapkan akan | ahir keadilan yang akan
menberi kan kebai kan kepada sel uruh el enmen masyar akat .

Upaya untuk nenbangun denokrasi di Indonesia yang di paham
banyak orang adalah ketika denmokrasi sudah berjalan pasca

otoritariani sme?®, maka kesejahteraan atau kebai kan bersanma harus

22 “Definisi Denokrasi” , http://gredinov. phpnet.us/?p=65, diunduh
tanggal 10 Juni 2010.

2z Qoritarianisne adalah bentuk organisasi soaial yang dicirikan

ol eh penyerahan diri kepada otoritas. Bentuk ini nmerupakan |awan dari
i ndi vidualisme dan denokrasi. D dalam politik, penerintahan otoritarian
adal ah suatu penerintahan yang nenusatkan kekuasaan politik pada pem nmpin
yang nmenegang kekuasaan ekskl usif, tidak dapat dinm ntakan pertanggungj awaban.

18

Netralitas pegawai..., Laura Astrid H. Purba, FH Ul, 2010.



dan bahkan wajib diberikan denokrasi dengan serta nerta kepada
warga nasyarakat. Tidak ada jam nan bahwa denpkrasi akan
di l angsungkan ol eh penguasa, ketika penguasa tersebut nerasa

nyaman dengan rezi myang di bangunnya.

E. Kerangka Konsepsi onal

Unt uk nenperol eh penmahaman dan persepsi yang sama tentang
makna dan definisi konsep dalam tesis ini, berikut peneliti

kenukakan konsep-konsep beri kut ini.

1. Pegawai Negeri Sipil

Ref ormasi dii bidang kepegawai an yang merupakan konsekuens
dari perubahan di bidang politik, ekonom dan sosial yang begitu
cepat terjadi sejak tahun 1998 ditandai dengan berlakunya
Undang- undang Nonor 43 Tahun 1999 t ent ang Pokok- pokok

Kepegawai an. 2* Per at ur an per undang- undangan yang nmer upakan

24 Pada waktu itu diperkirakan Pemlu yang paling denokratis
tersebut akan nenghasil kan suatu penerintahan nulti-partai yang kurang stabil
dan dal am birokrasi publik akan terjadi praktek “spoils”, atau penenpatan
konco- konco sealiran politik dal am j abat an-jabatan kunci di birokrasi.
Dengan antisipasi seperti itu, dan untuk nmendukung pel aksanaan otonom
daerah, dirasa perlu pergantian sistem kepegawai an yang sentralistis seperti
tertuang dal am Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok

Kepegawai an dengan suatu sistem kepegawaian yang desentralistis, |lebih
i ndependen dari intervensi eksekutif, |ebih nengetatkan pelaksanaan nmerit
system sanbil tetap menjaga kualitas dan peranan PNS sebagai perekat kesatuan
bangsa dan negara. Inilah prinsip-prinsip reformasi kepegawai an yang

di tuangkan dal am Undang- Undang Nonor 43 Tahun 1999 tersebut.
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perubahan dan penyenpurnaan dari Undang-undang Nonor 8 Tahun
1974 dengan pokok bahasan yang sama tersebut, kenudian diikuti
dengan berbagai peraturan pel aksanaannya, baik yang berupa
Peraturan Penerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (Keppres),
untuk nenjanm n terlaksananya Undang-undang Nonor 43 Tahun 1999
ini secara bai k dan terarah.

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara manapun
menpunyai tiga peran yaitu Pertanma, sebagai pel aksana peraturan
dan perundangan yang telah ditetapkan penerintabh. Unt uk
mengenban tugas ini, netralitas PNS  sangat di per | ukan.
Kedua, nel akukan fungsi manaj enmen pel ayanan publik. Ukuran yang
di pakai untuk nengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh
masyar akat puas atas pel ayanan yang diberikan PNS. Ketiga, PNS
waj i b mengel ol a peneri nt ahan. ?°

Bi rokrat disebut juga sebagai abdi Negara, abdi nasyarakat

6

ataupun pel ayan masyarakat.?® Sebagai abdi Negara birokrasi

% “Mewuj udkan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Era
O onomi Daer ah - a eh Prijono Tjiptoherijanto “
http: //ww. bappenas. go. i d/ node/ 48/ 2330/ mewuj udkan- netral i t as- pegawai - negeri -
si pi | - pns-dal am er a- ot onom - daer ah---ol eh-prijono-tjiptoherijanto-/ , diunduh

tanggal 11 Juni 2010.

26 Republ ik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok- Pokok Kepegawai an, Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1974 Nonor
55, Bab 11, pasal 3. Bunyi |engkapnya adalah “Pegawai Negeri adalah unsur

Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Msyarakat yang dengan penuh kesetiaan
dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan
Peneri ntah nenyel enggarakan tugas penerintahan dan penbangunan.
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adal ah sal ah satu perekat persatuan, kesatuan bangsa dan perekat
adm ni strasi Negara. Birokrasi sebagai abdi rmasyarakat harus
dapat nengedepankan pel ayanan kepada nasyarakat. D dal am tubuh
bi rokrasi nemang terkandung kewaji ban-kewaji ban untuk nenberikan
pel ayanan yang terbai k kepada masyarakat. Masyarakat nasuk dal am
komunitas vyang |lebih besar vyaitu Negara. D atas pundak
bi rokrasi terbentang tanggungj awab kepada Negar a?’.

Hal ini juga diatur dal am Undang-undang Nonmor 8 tahun 1974
tent ang Pokok- Pokok Kepegawai an, di katakan bahwa Pegawai Negeri
Si pil adal ah abdi Negara dan abdi nasyarakat. Akan tetapi, peran
seor ang abdi sangat t er abai kan kar ena tunt ut an unt uk
menyenangkan para atasan. Sejarah pernah nencatat bagai mana
peran para birokrat yang tercanmpur aduk dalam semangat politik
i katan kungkungan Gol ongan Karya yang pada saat itu bukanl ah
partai politik namun nenjal ankan fungsi-fungsi politik praktis.?

Keti ka reformasi bergulir, lahirlah Undang-undang Nonor 22 Tahun

2 “Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penggerak Birokrasi” http://sanjaya

conbat . bl ogspot. com 2009/ 02/ pegawai - negeri - si pi | - sebagai - pengger ak. ht m ,
di unduh tanggal 11 Juni 2010.

28 Politik praktis adalah suatu kegiatan, aktifitas atau gerakan

dari satu orang atau sekelonpok orang yang dapat nenpengaruhi pandangan,
pendapat (opini) masyarakat tentang suatu Kkeputusan/kebijakan penerintabh,
at au bahkan dapat nerubah keputusan penerintah.
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1999 Tentang Penerintahan Daerah yang sangat desentralistis?®
kemudi an di senpur nakan dal am Undang-undang Nonor 32 tahun 2004
Tent ang Peneri nt ahan Daer ah.

PNS adal ah birokrat di |Indonesia. Upaya nelepas birokrasi
dari pengaruh politik bukan hanya sekedar kanpanye-kanpanye
politik. Semasa penerintahan Presiden Habibie, telah dikeluarkan
Peraturan Penerintah Nonor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri
Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik yang nenekankan bahwa
PNS harus netral dari partai politik.3° Ada titik kemajuan dari
| angkah tersebut, namun belum manpu nmewuj udkan birokrasi yang
netral dan independen nengingat birokrasi di |ndonesia belum
| epas dari pengaruh penerintah (eksekutif) yang nerupakan
kekuasaan politiKk.

Adanya keterikatan PNS sebagai bagian dari birokrasi juga
tercermin dari Sunpah pegawai negeri yang dinmaksud dal am Pasal

26 Undang- Undang Nonor 43 Tahun 1999 yang nenyatakan 7 Demi

29 Republ i k I ndonesia, Undang-Undang Nonmor 22 Tahun 1999 Tentang
Peneri nt ahan Daerah, Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999 Nonor 60,
Bab |, pasal 1 huruf d. Lengkapnya adalah *“Penerintahan Daerah adal ah

penyel enggaraan Penerintahan Daerah O onom ol eh Penerintah Daerah dan DPRD
menur ut asas Desentralisasi.”

30 Republ i k I ndonesia, Peraturan Penerintah Nonor 5 Tahun 1999
Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, Lenbaran
Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nonor 11, pasal 3. Bunyi pasal 3 sebagai
beri kut *“Dal am kedudukan sebagai mana di maksud dal am Pasal 2, Pegawai Negeri
Si pil harus bersikap netral dan nenghindari penggunaan fasilitas negara untuk
gol ongan tertentu”.
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Al'l ah, saya bersunpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat
menj adi Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasil a, Undang- Undang Dasar 1945, Negara dan

Penerint ah. "3t

Setia dan taat nmenunjukkan bagaimna para PNS
berprilaku dalam koridor yang telah ditentukan dalam kerangka
| oyalitas terhadap atasan. Ada banyak dilem yang di hadapi ol eh
para PNS dal am nenj al ankan tugasnya. Seharusnya |oyalitas disini
berhenti pada tatanan pekerjaan sesuai dengan tupoksi (tugas
pokok dan fungsi) masing-nmasing. Namun cel akanya jika tidak

“l oyal penuh” para PNS tersebut dapat berkarir secara objektif

ber dasar kan kemanpuan yang di m | i ki nya.

31 Republ ik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nonmor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok
Kepegawai an, Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 169, Bab
I'll, pasal 26 ayat (2). Bunyi sunpah secara |engkapnya : “Denmi Allah, saya
bersunpah/ berjanji: bahwa saya, untuk diangkat nenjadi Pegawai Negeri Sipil,
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara, dan Penerintah; bahwa saya, akan nmentaati segal a peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan nelaksanakan tugas kedi nasan yang di percayakan
kepada saya dengan penuh pengabdi an, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa
saya, akan senantiasa nenjunjung tinggi kehormatan Negara, Penerintah, dan
mart abat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senanti asa nengutanakan kepentingan
Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa
saya, akan nenmegang rahasia sesuatu yang nmenurut sifatnya atau nenurut
perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur,
tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara."
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2. Bi r okr asi

Dal am kamus Akadem  Perancis tahun 17983,  Birokrasi
diarti kan sebagai kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan
pejabat biro penerintahan. Bi r okr asi sebagai suatu sistem
organi sasi formal ** dimuncul kan pertama sekali oleh Mx Wber
pada tahun 1947. Menurutnya birokrasi nmerupakan tipe ideal bagi
semua organisasi formal. G ri organisasi yang nengikuti sistem
bi rokrasi ini adal ah penbagi an kerja dan spesialisasi, orientasi
i npersonal , kekuasaan, hirarkis, peraturan-peraturan, karir yang
panj ang, dan efi siensi.

Cita-cita utama dari sistem birokrasi adalah nencapa
efisiensi kerja yang seoptimal nungkin. Menurut Weber organi sasi
bi rokrasi dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk
nmengontrol pekerjaan manusia sehingga sanpai pada sasarannya,

karena organisasi birokrasi punya struktur yang jelas tentang

32 Kamus Akademi Prancis yang dimaksud adal ah kanus dengan judul

asli Le Dictionnaire de |’'Acadénie francoise yang diterbitkan oleh para
il munan terkenuka Prancis di kota Paris pada tahun 1798 pada saat Revol usi
Prancis terjadi, dibuat untuk nenberikan definisi-definisi yang sesuai dengan
i deol ogi baru pada saat itu.

33 Organi sasi formal adal ah kunpul an dari dua orang atau |ebih yang

mengi katkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan
hubungan kerja yang rasional. Contoh : Perseroan terbatas, Sekolah, Negara,
dan lain sebagainya. Lihat “Pengertian, Definisi dan Arti Oganisasi -
Organisasi  Formal dan Informal - Belajar Online Lewat Internet |lnu
Manaj enen” http://organi sasi.org/ pengertian_definisi_dan_arti_organi sasi _
organi sasi _formal _dan_i nformal _bel aj ar_online_| ewat _i nternet _i | nu_nanaj enen,

di unduh 11 Juni 2010.
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kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan nenpunyai pengaruh
sehi ngga dapat nenberi perintah untuk nendistribusikan tugas
kepada orang | ai n3.

Bi r okr asi di har apkan nenj adi al at yang anmpuh untuk
mewuj udkan tujuan penerintahan. Untuk itu, birokrasi dilekati
dengan ber bagai peranan Pertamg, bi r okr asi sebagai penyedi a
pel ayanan kepada mnasyarakat. Dengan peranan ini, birokras
di hadapkan pada keharusan untuk dapat nendorong terwijudnya
kehi dupan nmasyarakat yang lebih layak dan |ebih bernmartabat.
Kedua, bi rokrasi  berkaitan dengan fungsi pengaturan. Mel al ui

peranan ini, birokrasi banyak terlibat dengan pengarahan atau

penbat asan perilaku pmasyarakat. Keti ga, Peranan |ain adal ah
ber kenaan dengan penber dayaan nmasyar akat . Per anan I ni
sesungguhnya  nerupakan peranan strategis bi r okr asi unt uk

memanpukan masyar akat sebagai warga negara. Peranan ini biasanya
di kai tkan pula dengan peranan yang di hubungkan dengan fungsi
penbangunan pada unummya. Keenpat, Bi rokrasi juga sangat berperan

sebagai "pendi di k" masyar akat 3°. Mel al ui kegi at an- kegi at an

34 “Hubungan Birokrasi Dengan Denokrasi”, http://library.usu.ac.id/
downl oad/ fi si p/ admegar a- ai syah. pdf, diunduh tanggal 11 Juni 2010.

35 Muchl i s Handi, Bunga Ranpai Pemerintahan, (Jakarta : VYarsif
Wat anpone, 2002), hlm 83.
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pel ayanan, pengaturan, dan penberdayaan, birokrasi "nengajarkan”
kepada masyar akat nengenai kebijakan dan praktek penyel enggaraan
peneri ntahan yang sebenarnya. |si dan cara kegi atan-kegiatan itu
di | akukan ol eh aparat penerintah secara nyata nerupakan bahan
aj aran bagi masyarakat tentang nakna dan manfaat penyel enggaraan
pener i nt ahan.

Masyar akat didom nasi oleh para birokrat, ditulis oleh
James Burnham tahun 1941 yang nenekankan pentingnya kel onpok
manaj erial di dalam perekonom an, dan tidak ada pem sahan yang
tajam antara kel onpok nanajerial dan  pej abat politik. 3
Berdasarkan tulisan tersebut Janes nenberi persamaan antara
kekuasaan kel as para manaj er dengan kel as para birokrasi negara.

Masyar akat yang di bentuk dan diperintah ol eh para birokrat
akan nenjadi nmasyarakat-masyarakat birokratis yang nantinya
masyar akat tersebut akan nenjadi birokrasi-birokrasi masyarakat
yang patuh dan tunduk pada pengaruh sikap-sikap dan nilai-nilai
para birokrat, karena adanya perubahan sikap dari masyarakat
akan bergantung kepada pengaruh para birokrat. Hal ini akan

cepat nenjerat masyarakat akan runtuhya nilai-nilai denokrasi

36 James Burnham The Managerial Revolution: Wuat is Happening in
the World, (New York: John Day Co., 1941), hlm 71.
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sehi ngga ada suatu pertentangan dengan nilai-nilai tersebut yang

di anggap sebagai suatu probl ena yang nenerl ukan penecahan

3. Denokr asi

Kat a denokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu denokratia
yang berasal dari denps, yang berarti rakyat dan kratos yang
berarti penerintahan®. Denokrasi dapat diartikan penerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.® Penerintahan yang
kewenangannya pada rakyat. Senua anggota nasyarakat (yang
menenuhi syarat) dikutsertakan dalam kehi dupan kenegaraan dal am

aktivitas Pem | u.

Pel aksanaan dari denokrasi ini telah dilakukan dari dahulu
di berbagai daerah di |ndonesia hingga Indonesia nerdeka sanpai
sekarang ini. Denokrasi di negara |ndonesia bersunberkan dari

Pancasila dan UUD NKRI 1945 sehingga sering disebut dengan

37 Robert A, Dahl, Denokrasi dan Para Pengritiknya, (Jakarta:
Yayasan Ooor |ndonesia, 1992), himxiii.

38 Sal ah satu pidato terbaik, nenurut Kkebanyakan orang, adal ah
pidato Presiden ke-16 AS Abraham Lincoln (1861 - 1865) saat berakhirnya
perang saudara di sana. Sanpai ki ni penutup pidato Lincoln berupa,
“governnent of the people, by the people, for the people, shall not perish
fromthe earth” tetap diingat dan sering dikutip.
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denokrasi Pancasil a®. Denokrasi Pancasila berintikan nusyawarah
untuk rmencapai nufakat, dengan berpangkal tolak pada faham

kekel uar gaan dan kegot ongr oyongan.

I ndonesi a pertama kali dal am nel aksanakan Pem | u pada akhir
1955% yang diikuti ol eh banyak partai ataupun perseorangan. Pada
tahun 2004 telah dilaksanakan pemlu secara |angsung untuk
mem |ih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Ml ai
bul an Juni 2005 telah dilaksanakan Pem | i han Kepal a Daerah atau
sering disebut pilkada |angsung. Pilkada ini nerupakan sarana
perwj udan kedaulatan rakyat. Ada linma pertinmbangan penting
penyel enggaraan pil kada |angsung bagi perkenbangan denokrasi di
I ndonesia. Pertana, Pilkada |angsung nerupakan |awaban atas
tuntutan aspirasi rakyat karena pemlihan presiden dan wakil
presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah

di | akukan secara |angsung. Kedua, Pilkada |angsung nmerupakan

39 Menurut Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H, Denokrasi Pancasila
adal ah ker akyat an yang di pi mpi n ol eh hi kmat kebi j aksanaan dal am
permusyawar atan dan perwakilan yang berke-Tuhanan Yang WMha Esa, yang
ber kepri manusi aan yang adil dan beradab, yang nenpersatukan |ndonesia, dan
yang berkeadi |l an sosial bagi seluruh rakyat |ndonesia. Pendapat Prof. Dardji
Dar nodi hardj o, S.H nengenai Denokrasi Pancasila adal ah Paham denokrasi yang
bersunber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa |ndonesia yang
perwij udannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam penbukaan UUD
NKRI 1945.

40 Penilihan Unum |ndonesia 1955 adalah penilihan umum pertama di

I ndonesia dan diadakan pada tahun 1955. Penmilu ini bertujuan untuk memilih
anggot a- anggot a DPR dan Konstituante.
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perwuj udan UUD NKRI 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18
Ayat (4) UUD NKRI 1945, GQGubenur, Bupati dan Walikota, masing-
masi ng sebagai kepala penerintahan daerah provinsi, kabupaten
dan kota dipilih secara denokratis. Hal ini telah diatur dalam
Peraturan Penerintah Nonor 6 Tahun 2005 Tentang Pemnili han,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Penberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Ketiga, Pilkada |angsung sebagai sarana
penbel aj aran denokrasi (politik) bagi rakyat (civic education),
nmenj adi nedi a penbel aj aran prakti k berdenokrasi bagi rakyat yang
di har apkan dapat nenbentuk Kkesadaran kolektif segenap unsur
bangsa tentang pentingnya nemlih pem npin yang benar sesuai
nurani nya. Keenpat, Pilkada |angsung sebagai sarana untuk
nmenper kuat otonom daerah. Keberhasilan otonom daerah salah
satunya juga ditentukan oleh pemnpin lokal. Semakin baik
pem npin |okal dihasilkan dalam pilkada |angsung 2005, naka
kom tmen pem npin | okal dalam mewj udkan tujuan otonom daerah,
antara |ain untuk neningkatkan kesejahteraan mnasyarakat dengan
sel alu nenperhati kan kepentingan dan aspirasi mnasyarakat agar
dapat diwijudkan. Kelima, Pilkada |angsung nerupakan sarana
penting bagi proses kaderisasi kepem npinan nasional. Disadar

atau tidak, stock kepem npinan nasional amat terbatas. Dari
jum ah penduduk yang lebih dari 200 juta, jum ah pem npin yang

dimliki hanya beberapa. Sebagian besar adalah para pem npin
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partai politik besar yang nenenangi Pemlu 2004. Karena itu,
harapan akan |ahirnya pem npin nasional justru dari pilkada

| angsung ini.

4. Pem |ihan Kepal a Daer ah

Pi |l kada |angsung dapat disebut pemlu apabila nenenuhi
prasyaratan dasar yaitu berbagai tahapan kegiatan (nulai dari
pendaf t ar an pem | i h, pencal onan, kanpanye, penungut an,
per hi tungan dan penetapan cal on) dan penunjang tahapan kegi atan
(rmeliputi logistik pemlu) yang terbuka (transparant) dan dapat
di pert anggungj awabkan (accountable). Selain itu Prinsip utam
dal am pil kada |angsung adalah dengan prosedur vyang terduga
(predictable) dengan hasil yang tak terduga (unpredictable
result) artinya ketentuan nengenai proses pem |i han dilakukan
dengan tata cara dan nekani sne yang dapat diketahui dan di akses
ol eh semua pem|lih. Partai politik, calon dan yang |ai nnya untuk

menj am n adanya transparasi dan akuntabilitas®*.

Pem | i han kepal a daerah |angsung (Pilkada) baik Gubernur

4 Joko J. Prihatnoko dan Moestafa, Menang Penmilu di Tengah Qi garKki
Partai, (Yogyakarta : Pustaka Pel ajar, 2008), hlm 10.
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dan Wakil Qubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, oleh rakyat
nmer upakan perwuj udan pengenbalian "hak-hak dasar" rakyat dalam
memlih pemnpin di daerah. Dalam hal ini rakyat nmemliki
kesenpat an dan kedaul atan dalam nenentukan pem npinnya secara

| angsung, bebas, rahasia, tanpa intervensi dari pihak siapapun

F. Asunsi dan Hi potesis

Penelitian ini di | aksanakan ber dasar kan asunsi dan
hi potesis bahwa netralitas PNS adalah nutlak dem newjudkan
Pi | kada yang berl angsung secara jujur dan adil.

Asunsi dan hi potesis yang juga nenjadi |andasan penelitian
i ni adal ah bahwa di | ndonesi a nmasi h di t enui adanya
keti daknetral an PNS dal am Pi | kada.

Disanping itu untuk nmengenbangkan pelbagai kajian ilm ah
mengenai Netralitas PNS, berkenbang pula asunsi dan hipotesis
tentang bel um di paham nya posisi dan netralitas PNS di tingkat
Daerah sehingga perlu difornulasikan bagai mana nenperbai ki

netralitas PNS dal am penyel enggaraan Pil kada.

G Met ode Peneliti an

Met odol ogi penelitian adalah suatu pengetahuan yang
nmenbi carakan | angkah-1 angkah penelitian. Penelitian ini akan

nmengkaji pokok pernmasal ahan sesuai dengan ruang |ingkup dan
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i dentifikasi masal ah sebagai mana telah disebutkan di at as
mel al ui  pendekatan yuridis normatif. Hal ini dinmaksudkan agar
penelitian ini sejauh rmungkin dapat nengetahui netralitas
Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepal a Daerah dengan cara

nmenggal i i nformasi tentangnya dari berbagai sudut pandang.

1. Pendekat an Penbahasan

Dal am nengkaji pokok permasal ahan dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan netode penelitian hukum normatif dan netode
penelitian enpiris, dengan titik berat pada penelitian normatif.
Pendekat an yang bersifat vyuridis normatif tersebut dilakukan
dengan nenggunakan bahan hukum priner, bahan hukum sekunder, dan
bahan  hukum tersier. D katakan yuridis normatif, kar ena
penelitian ini dilakukan terhadap norma-norma hukum positif yang
ada, yang berkaitan dengan netralitas PNS dalam Pil kada, serta
Undang- Undang Nonor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nonor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawai an yang berlaku saat

i ni

2. Met ode Penelitian

Dengan nmenyesuai kan diri pada ruang i ngkup dan
identifikasi masalah yang tel ah di kenukakan di atas, pendekatan

yang bersifat yuridis-normatif akan dil akukan dengan nenggunakan
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bahan hukum priner dan bahan hukum sekunder. Data priner
di perol eh  nel al ui wawancara nmendalam (in-depth interview)
terhadap narasunber, sedangkan data sekunder diperoleh dari
kepust akaan, dokunen-dokunen, kliping-kliping koran, websites,
dan | ai n-1ain.

Sementara itu, penelitian enpiris dalam penelitian ini
di | akukan dengan cara nengunpul kan data nel al ui wawancara dan
nmel akukan berbagai diskusi dengan pihak yang peneliti anggap
mem | i ki penget ahuan yang nendal am di bi dang hukum tata negara,

khususnya yang berkaitan dengan pem | i han kepal a daer ah.

3. Jeni s dan Sunber Data

Dal am penyajian, data yang telah diperoleh akan disajikan
dengan pendekatan deskriptif-analitis dan perspektif-analitis.
Sifat deskriptif ini terletak pada tujuannya untuk mnengganbarkan
pentingnya netralitas PNS dalam Pil kada. Sifat analitis adal ah
terletak pada tujuannya untuk nengupayakan netralitas PNS
di j al ankan dal am Pil kada. Penelitian ini nmenggunakan jenis data
sekunder dan data priner yang berkaitan dengan hukum tata
negara, khususnya di bidang kepegawai an. Data prinmer adal ah data
yang di peroleh langsung dari sunber pertama nelalui penelitian
| apangan. Data sekunder antara |lain nencakup dokunen-dokunen

resm, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwijud |aporan
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artikel, dan lain-lain. Kedua jenis data tersebut, baik data
sekunder maupun data priner, akan saling nendukung dal am

perunusan hasil penelitian.

H. Si stenmati ka Penul i san

Dal am penulisan tesis ini, penyusun akan nenbagi dalam|im

bab sebagai beri kut

1. PENDAHUL UAN
Bab pertama adal ah Pendahuluan, yang terdiri dari Latar
Bel akang, Runusan Masal ah, Mksud dan Tujuan Penelitian,
Kerangka Teoritis, Kerangka  Konsepsi onal, Asunsi dan
H potesis, Metode Penelitian dan Sistenati ka Penulisan.

2. PEGAWAI NEGERI  SIPIL  SEBAGAI Bl ROKRAT YANG NETRAL DAN
PROFESI ONAL
DI sini akan dipaparkan nengenai pengertian dan hakikat
bi rokrasi, sejarah birokrasi di |ndonesia, pengertian dan
haki kat PNS, profesionalisme PNS dal am birokrasi.

3. Pl LKADA DAN DEMOKRASI
Bab ini nenbahas denokrasi di Indonesia, pemlihan kepal a
daerah, pemlihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
kai tannya dengan denokrasi [|ndonesia, pelaksanaan pilkada
| angsung, kanpanye.
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NETRALI TAS PNS DALAM PI LKADA

Bab ini nenbahas tentang keberpi hakan dan Kketerlibatan
bi r okr at dalam pil kada, analisis per bandi ngan  kasus
netralitas birokrasi di kabupaten Kukar, kabupaten Ml ang,
dan kabupat en Gowa.

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang nmenuat beberapa kesinpul an
dari jawaban permasal ahan-permasal ahan yang di bahas serta

saran konstruktif.
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